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JUDUL  : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUSI (KPK) DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulis, Pembimbing,
APRIANI Dr. ARIEF WISNU WARDHANA,SH., M. Hum
ABSTRAK

Dalam penulisan ini, yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah Kedudukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam
Sistem Hukum Indonesia ?

2. Bagaimanakah Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi ?

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian terhadap permasalahan di
atas merupakan penelitan hukum normatif yaitu prenelitian yang menggunakan
data sekunder yang bersifat eksploritas (penjajakan), sehingga tidak bermaksud
menguji hipotesa.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh terutama yang bersangkutan dengan
permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem hukum
indonesia adalah.

a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsn yang berdasarkan pasal 2
dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenang bersifat indepedent dan bebas dari pengaruh
manapun.

b. Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi adalah Serangkaian Tindakan Untuk Mencegah Dan
Memberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Upaya Koordinasi,
Surpervisi, Monitor, Penyelidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Di
Sidang Pengadilan, Dengan Peran Serta Masyarakat Berdasarkan
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

c. komisi pemberantasan korupsi lembaga negara yang dibentuk berdasakan
undang-undang



. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan
hukum tindak pidana korupsi sebagai berikut

Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi

. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
tindakpidana korupsi; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi

- Melakukan tindakan - tindakan pencegahan tindak pidana korupsi Dalam
melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi

Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam
melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara
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Assalamu’alaikum Wr. Wb .

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH

SWT, serta Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,

atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan

penulis skirpsi ini yang merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk meraih
gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis membuat penelitian

dan penulis skripsi dengan judul :

“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI”

Penulis sangatlah banyak menemui kesulitan-kesulitan dan
hambatan, namun sebagian besar kesulitan-kesulitan itu dapat ditasi ini semua
berkat  Dr. Arief Wisnu Wardhana,SH.,M.Hum yang tidak segan-segan
memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan penulis baik tertulis maupun lisan,
schingga dengan rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis menyatakan
penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak pembimbing dan semoga
beliau dikaruniahi oleh Allah SWT kesehatan, kesent(;saan dan keselamatan dunia

akhirat, AMIN.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah kejahatan
kerah putih (white collar crime), Drakula tanpa taring, demikianlah julukan yang
paling tepat untuk para pelaku white collar crime. Ganas dan kejam tetapi
kelihatannya sopan dan berwibawa. Para pelaku dari perbuatan white collar crime
tersebut biasanya terdiri dari orang — orang terhormat atau orang — orang yang
mempunyal kekuasaan atau uang, yang biasanya menampakkan dirinya sebagai
orang — orang baik — baik bahkan banyak diantara mereka yang dikenal sebagai
dermawan, yang terdiri dari para politikus, birokrat pemerintah, penegak hukum,
serta masih banyak lagi. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih
(white collar crime) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan
konvensional yang melibatkan para pelaku kejahatan jalanan (street crime, blue
collar crime, blue jeams crime), terhadap white collar crime ini, pihak yang
terlibat adalah mereka yang merupakan orang - orang terpandang dalam
masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Bahkan modus operandi untuk
white collar crime ini, seperti halnya korupsi seringkali pula dilakukan dengan
cara — cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori — teori dalam
bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik. Oleh karena itu

meskipun ada permainan patgulipat, dari permukaannya seolah — olah perbuatan



yang sebenarnya merupakan white collar crime dan kelihatan merupakan
perbuatan biasa yang legal.!

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dibentuk Desember 2003
berdasarkan Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga
superbody karena setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara Negara, dan
bahkan korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga
menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian Negara. Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instansi khusus yang tergolong baru di
Indonesia yang mempunyai peran dan fungsi penting dalam kemajuan
pembangunan di Indonesia, dari sudut pandangan sejarah sebenarnya Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sangat perlu pdda saat mulainya rezim Orde
Baru yang Zaman dimana Korupsi mulai menguat di Republik Indonesia.

Di Indonesia sistem pemberantasan korupsi belum berjalan secara optimal
karena disebabkan korupsi sangat luas dan menyangkut berbagai aspek. Di Asia
loyalitas kepada keluarga, kerabat, golongan dan sebagainya lebih tinggi diatas
loyalitasnya kepada masyarakat. Konsekuensinya apabila kebetulan seseorang
berjabatan penting dan berwenang, mungkin dapat menyalahgunakan
wewenangnya bagi kepentingan diri keluarga kerabatnya. Hal ini dihubungkan
dengan pendapat tentang “kultur malu” (shame culture) yang mendorong
seseorang pejabat membuat hal tersebut karena ia akan malu kepada lingkungan

pergaulannya apabila dengan kedudukan yang t.erpandang tidak mampu

' Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif Han (Hukum Administrasi Negara),
Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. |



mengangkat derajat keluarganya. Maka ia tidak malu melakukan korupsi
dibanding dengan sikap yang dianggap mengabaikan kepentingan keluarganya,
dalam pidato kenegaraan mantan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1983
penekanan justru agar diupayakan tindakan yang dapat mempengaruhi warga
masyarakat, sehingga malu dan takut berbuat korupsi >

Komisi Pemberantasan Korupsi terlahir dari Undang — Undang berbeda
dengan lembaga — lembaga hukum yang lain yang terlahir dari Undang — Undang
Dasar 1945 seperti halnya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah
Konstitusi semua itu lembaga permanen yang tertuang dalam pasal 24 A, 24B dan
24C Undang — Undang Dasar 1945, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dimana Negara saat kegentingan yang memaksa mengharuskan
mengeluarkan metode penyelesaian dalam suatu permasalahan korupsi,
Berdasarkan uraian diatas uraian diatas maka penulis mempunyai ketertarikan
untuk lebih menggali secara lebih mendalam dengan judul :
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI
B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan yang
akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan K'omjsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam

sistem hukum Indonesia?

2 Soedjono Dirjosisworo, Fungsi Perundang — Undangan Pidana dalam Penanggulangan
Korupsi di Indonesia, Sinar Harapan, Bandung, 1983, him. 166.



2. Bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian terhadap
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Hukum
Indonesia.
Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi
ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam sistem hukum Indonesia
2. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi.
D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan
hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan Skripsi. Dalam
penulisan ini, Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Sejalan dengan permasalahan dan latar belakang yang dikemukakan diatas
maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif
karena sumber data utamanya adalah dalam bentuk data sekunder, vaitu
dititik beratkan pada penelitian Kepustakaan ( library Research ) dengan
cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan

hukum tersier yang relevan.Yang dimaksud bahan hukum primer adalah



bahan — bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan
perundang — undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum
sekunder adalah buku — buku, tulisan — tulisan ilmiah hukum yang terkait
dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier ialah petunjuk atau
penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.?

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan dengan
jelas mengenai Kedudukan Komisi Pemberafltasan Korupsi (KPK) dalam
Sistem Hukum Indonesia. kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum
atau peraturan perundang — undangan yang berlaku yang berkaitan dengan
objek penelitian. Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan
menguraikan hal — hal mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam sistem hukum Indonesia. serta kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum Tindak Pidana
Korupsi.

3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, karena peneliti
harus memahami buku — buku yang berkaitan dengan objek penelitian.*

4. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang

bersumber pada :

* Zanudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 17 — 19.
* Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2011, hlm. 96 — 97



Data sekunder, ialah data yang didapat atau dihimpun melalui studi
kepustakaan dengan cara mengkaji bahan — bahan hukum dari buku —
buku, tulisan — tulisan ilmiah hukum, dan peraturan perundang — undangan
yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut. dapat
dibagi menjadi :
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan — bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan
perundang — undangan yang terkait dengan objek penelitian.
b. Bahan Hukum Sekunder :
Merupakan bahan — bahan yang memiliki hubungan erat dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer, yaitu buku — buku, majalah, Koran
dsb.’
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan — bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus — kamus,
baik Kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia dll.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah teori —
teori, mengumpulkan atau menggali serta mengkaji berbagai literatur ,
media massa, serta dokumen — dokumen yang mempunyai relevansi

dengan materi yang dibahas, maupun peraturan perundang — undangan

g Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.



6.

yang mendukung penulisan skripsi ini, Yang terdiri dari bahan hukum

primer, sekunder dan tersier.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan
dianalisis secara Deskriptif analisis kualitatif dengan harapan didapatkan
gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, dan selanjutnya
dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga permasalahan dalam

penelitian ini dapat terjawab.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan,

maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

I.

IL.

Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang‘ menguraikan latar belakang,
permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian serta
sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi,
Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi, Sebab dan Akibat terjadinya
Korupsi, Perbuatan dikategorikan Korupsi, Tugas dan Fungsi Komisi

Pemberantasan Korupsi.



I11. Pembahasan
Bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitian tentang Kedudukan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Sistem Hukum Indonesia.
IV. Kesimpulan
Bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran

serta memuat lampiran — lampiran yang berhubungan dengan penulisan.
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